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TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA

DAN PERUBAHAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA

1.

JASA PENGEBORAN DAN PELEDAKAN BATU KAPUR

Perjanjian pada umumnya

Pengertian perjanjian

Istilah  perjanjian  merupakan terjemahan dari kata
overeenkomst (belanda) atau contract (inggris), ada dua macam teori
yang membahas tentang pengertian perjanjian, yaitu teori lama dan
teori baru. Menurut teori lama, yang disebut perjanjian adalah
perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimulkan akibat
hukum. Lalu, menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van
Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah : “Suatu hubungan
antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk
menimbulkan akibat hukum”.%°

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah
“suatu peristiwa dimana sesorang berjanji kepada orang lain atau
dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan sesuatu hal”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan
perjanjian adalah “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda

antara dua pihak, dengan mana satu pihak berjanji atau dianggap

59 Salim HS, Op.Cit, him. 161.
80 Subekti, Op.Cit, him. 1.
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berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak
menuntut pelaksanaan janji itu”.

Perjanjian dalam KUHPerdata dapat ditemukan dalam Pasal
1313 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan : “Perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih.” Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata,
dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana
seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa
tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang
dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian merupakan sumber
terpenting yang melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan
juga dilahirkan dari undang-undang (Pasal 1233 KUHPerdata) atau
dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari undang-undang.
Pada kenyataannya yang paling banyak adalah periktan yang lahir dari
perjanjian.

Tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat
sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata).5!
Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan, disamping sumber-
sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua
pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua
perikatan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian

61 R. Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi
Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, him. 3.
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atau persetujuan tertulis.5? Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada
waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang
yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan
kesediaannya untuk mengikatkan dirinya. Pernyataan kedua belah
pihak bertemu dan sepakat.®

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh
dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan
perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-
undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua
orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar
antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh
mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka
berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah
dipenuhi.®
Unsur-unsur perjanjian

Setiap perjanjian di dalamnya mengandung beberapa unsur yang
satu sama lain saling berhubungan, sebagaimana yang dimaksud
dengan pengertian unsur didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Unsur adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi-
bagi lagi, sehingga di dalam suatu perjanjian juga terdapata unsur-

unsur yang terdiri dari, sebagai berikut :

62 Subekti, Loc.Cit, him. 1.
83 Ibid, him. 136.
64 Subekti, Hukum Perjanjian, Op.Cit, him. 3.
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a. Unsur Essentialia
Merupakan bagian pokok dalam suatu perjanjian. Oleh
karena itu, harus mutlak adanya, sebab apabila perjanjian tidak
memiliki bagian pokok, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat.
Misalnya, dalam perjanjian jual beli, bagian pokoknya harus ada
harga barang yang diperjualbelikan.5®
b. Naturalia
Merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan
sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya, dalam jual
beli, unsur naturalianya terletak pada kewajiban penjual untuk
menjamin adanya cacat tersembunyi.®
c. Accidentalia
Merupakan bagian tambahan dalam perjanjian. Tambahan
tersebut dinyatakan atau ditetapkan sebagai peraturan yang
mengikat para pihak atau sebagai undang-undang yang harus
dilaksanakan. Misalnya, perjanjian jual beli mobil, bukan hanya
ada mesin dan karoserinya, melainkan ditambahkan harus ada AC,
tape, dan variasinya. °’
3.  Syarat sahnya perjanjian
Keabsahan suatu perjanjian merupakan hal yang esensial dalam
hukum perjanjian. Pelaksanaan isi perjanjian, yakni hak dan

kewajiban, hanya dapat dituntut oleh pihak yang satu kepada pihak

8 Firman Floranta Adonara, Op.Cit, him. 111.
% |bid, him. 112.
7 Ibid, him. 112.
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yang lain, demikian pula sebaliknya, apabila perjanjian yang dibuat
sah menurut hukum. Oleh karena itu, keabsahan perjanjian sangat
menentukan pelaksanaan isi perjanjian yang ditutup. Perjanjian yang
sah tidak boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak. Kesepakatan
yang tertuang dalam suatu perjanjian karenanya menjadi aturan yang
dominan bagi pihak yang menutup perjanjian.®®
Suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat sah
perjanjian, berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata suatu perjanjian
adalah sah apabila memenuhi persyaratan, yaitu :
a. Adanya kesepakatan
Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang
atau lebih dengan pihak lain.%® Para pihak yang membuat perjanjian
telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui
kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan
tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.’™
b. Cakap
Cakap (bekwaan) merupakan syarat umum untuk dapat
melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa
seperti yang tercantum dalam Pasal 330 KUHPerdata, sehat akal
pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-

undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Seseorang

6 Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari
Hubungan Kontraktual, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, him. 51.

89 Salim H.S, Op.Cit, him. 162.

"0 H. Riduan Syahrani, Loc.Cit, him. 205.
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oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan
kontrak/perbuatan hukum jika orang tersebut belum berumur 21
tahun, kecuali jika orang telah kawin sebelum cukup 21 tahun.
Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh
hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal orang ditaruh
dibawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan atau
pemboros.” Adapun orang-orang yang tidak cakap untuk membuat
perjanjian dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebutkan sebagai
berikut:
1) Orang-orang yang belum dewasa;
2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan; dan
3) Perempuan yang telah kawin.”? (Lahirnya SEMA No. 3 Tahun

1963 dan Pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, maka poin c sudah tidak berlaku lagi).

c. Adanya Objek perjanjian
Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi

adalah kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi harus dapat
ditentukan, artinya di dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian
harus dipastikan, dalam arti dapat ditentukan secara cukup.”
Menurut Pasal 1333 KUHPerdata yang dinyatakan :

Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang
yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi

1 1bid, him. 208.
2 R. Soeroso, Op.Cit, him. 12.
3 Firman Floranta Adonara, Op.Cit, him. 85.
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halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja
jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

d. Suatu sebab yang halal
Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat
untuk sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335
KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau
yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang,
tidak mempunyai kekuatan.”* Akhirnya, Pasal 1337 KUHPerdata
menentukan bawha sesuatu sebab dalam perjanjian tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban
umum.’™
Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif,
karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan
perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat
obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari
perbuatan hukum yang dilakukan itu.”
4.  Asas-Asas Perjanjian
Dalam perjanjian terdapat beberapa asas penting yang perlu
diketahui. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :
a. Asas Konsensualisme
Asas konsensualisme pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata

dinyatakan : “Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah

4 H. Riduan Syahrani, Op.Cit, him. 211.
S Ibid, him. 212.
76 Subekti, Op.Cit, him. 17.
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kesepakatan kedua belah pihak”. Ini mengandung makna, bahwa
perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi
cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.
b. Asas Kekuatan Mengikat (Pacta sunt Servanda)
Asas Pacta Sunt Servanda berhubungan dengan akibat perjanjian.
Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata,
dinyatakan : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.”’
c. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak dapat di analisis dari ketentuan Pasal
1338 ayat (1) KUHPerdata, dinyatakan : “semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang
memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :
1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3) Mengadakan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
4) Menentukan bentuknya perjanjian, yang tertulis atau lisan.”
d. Asas Kepercayaan
Asas kepercayaan ini mengandung pengertian bahwa setiap orang
yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi

yang diadakan di antara mereka dibelakang hari.

" Salim HS, Op.Cit, him. 157.
78 1bid, him. 158.
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e. Asas Keseimbangan
Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua
belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur
mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan
dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur,
namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan
perjanjian itu dengan itikad baik.

f. Asas Kepatutan
Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata, dimana
berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

g. Asas Kepribadian
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa
seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya
untuk kepentingan perorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam
Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata
dinyatakan : “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan
perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti
ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu
perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.
Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan: “Perjanjian hanya berlaku
antara pihak yang membuatnya”. Hal ini mengandung maksud
bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi

mereka yang membuatnya.
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h. Asas Kebiasaan
Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian
tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan
tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Diatur
dalam Pasal 1339 Jo Pasal 1347 KUHPerdata, Pasal 1339
KUHPerdata, dinyatakan :

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang

dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk

segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan
oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Pasal 1347 KUHPerdata dinyatakan : “syarat-Syarat yang
selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah
termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas
dimasukkan dalam persetujuan”.”

I. Asas Rebus sic stantibus
Yaitu asas yang dapat digunakan untuk memutuskan perjanjian
secara sepihak apabila  terdapat perubahan yang
mendasar/fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan
perjanjian internasional yang telah disepakati.®® asas rebus sis
stantibus sebagai jalan untuk menangguhkan dan membatalkan

perjanjian dengan memberi aturan atau persyaratan kepada negara

atau para pihak yang tidak dapat melakukan kewajibannya atau

" 1bid, him. 159-160.
https://sujarman81.wordpress.com/2011/07/31/asas-asas-dan-peristilahan-hukum-
internasional/#more-3, diunduh pada tanggal 25 Desember 2017, pukul 09.50 WIB.


https://sujarman81.wordpress.com/2011/07/31/asas-asas-dan-peristilahan-hukum-
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membatalkan perjanjian dengan syarat-syarat tertentu yang juga
dituangkan dalam isi perjanjian dan disepakati oleh para pihak.
5. Jenis-jenis Perjanjian
Adapun Jenis-jenis perjanjian yang ada di Indonesia :
a. Perjanjian Obligatoir
Adalah suatu perjanjian yang mengharuskan atau
mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu.
Misalnya :
1) Penyewa wajib membayar sewa;
2) Penjual wajib menyerahkan barangnya;
3) Majikan harus membayar upah.8!
b. Perjanjian Sepihak
Adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak
dan hanya ada hak pada pihak lain. Misalnya : perjanjian hibah,
perjanjian pinjam-pakai.®?
c. Perjanjian Bernama
adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri,
maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan
diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang
paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam

Bab V sampai dengan Bab XVIII Burgerlijk Wetboek (BW).%

81 _Lukman Santosa, Hukum Perjanjian Kontrak, Cakrawala, Yogyakarta, 2012, him. 12.

8 1bid, him. 12.

8 http://vegalovelaw.blogspot.co.id/2014/12/identifikasi-perjanjian-bernama.html, diunduh
pada tanggal 25 Desember 2017, pukul 10.00 WIB


http://vegalovelaw.blogspot.co.id/2014/12/identifikasi-perjanjian-bernama.html,
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d. Perjanjian Tidak Bernama (Onbenoemde Overeenkomst)

Adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam BW,
tetapi terdapat didalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak
terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-
pihak yang mengadakannya.®*

e. Perjanjian timbal balik

Adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban
pada kedua belah pihak dan sebaliknya. Misalnya : perjanjian
kerjasama, perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli,
perjanjian tukar menukar.®®

f. Perjanjian konsensual

Adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan
atau konsensus dari kedua belah pihak. Jadi, perjanjian tercipta
sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak.%

g. Perjanjian riil

Adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan
perbuatan atau tindakan nyata. Jadi, dengan adanya kata sepakat
saja, perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak.

Misalnya : perjanjian pinjam pakai.®’

84 Lukman Santosa, Loc.Cit, him. 12.
85 1bid, him. 12.
86 1bid, him. 12.
87 1bid, him. 13.
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h. Perjanjian campuran
Adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur dari
berbagai perjanjian. Perjanjian ini tidak diatur dalam KUHPerdata
maupun KUH Dagang. Misalnya : perjanjian sewa beli atau leasing
yakni gabungan sewa menyewa dan jual beli.
i. Perjanjian non obligatoir
Adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang
membayar atau menyerahkan sesuatu. Perjanjian yang menetapkan
dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Jadi,
objek perjanjian di sini adalah hak, misalnya : balik nama hak atas
tanah.8®
J. Perjanjian Tambahan (Addemdum)

Perkembangan hukum perjanjian dimasyarakat dikenal adanya
istilah perjanjian pokok dan perjanjian tambahan. Dapat dipahami
bahwa perjanjian pokok mengacu pada jenis jenis perjanjian
sebagaimana diuraikan di atas, sedangkan perjanjian tambahan
merupakan perjanjian yang baru ada atau dibuat kemudian setelah
adanya perjanjian pokok.

Tujuan dibuatnya perjanjian tambahan pada umumnya untuk
memperjelas salah satu atau beberapa klausul yang ada pada
perjanjian pokok, bahkan perjanjian tambahan ini dapat

memperjelas ketentuan yang sifatnya lebih teknis.

8 Ibid, him. 14.
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6. Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama merupakan gabungan antara perjanjian
timbal balik dan perjanjian tak bernama yang artinya perjanjian yang
menimbulkan kewajiban pokok dan hak dari kedua belah pihak,®
serta pengaturan perjanjian kerjasama tidak diatur dalam KUHPerdata.

Perjanjian  kerjasama adalah perjanjian  khusus yang
ketentuannya merujuk pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang
dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, yang artinya para pihak
yang sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian, maka
perjanjian tersebut menjadi hukum dan mengikat bagi para pihak yang
menyepakatinya, dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum, yang mana
suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.

Pada umumnya, perjanjian kerjasama berisi suatu janji untuk
melakukan suatu usaha bersama dalam melakukan suatu kegiatan,
baik dalam bidang bisnis, pertambangan, industri, maupun produksi
dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama di antara para
pihak, seperti halnya perjanjian kerjasama pertambangan.

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya
pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan

penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Tetapi

8 Riduan Syahrani, Op.Cit, him. 50.
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dibatasi oleh Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian kerjasama
pertambangan merupakan perjanjian yang bersifat dinamis yang
terdapat butir-butir yang dapat dinegosiasi antara lain : luas wilayah,
tenaga Kkerja, royalti, masa kontrak, pajak, pengembangan wilayah
usaha setempat, dan kepemilikan saham.®® Untuk melaksanakan
kegiatan pertambangan para pihak harus patuh pada perjanjian yang
telah disepakati tetapi apabila terdapat sesuatu yang dapat
menghambat pelaksanaan prestasi maka dapat dilakukan negosiasi
kembali oleh para pihak. Adapun dalam hubungan ketenagakerjaan,
dikenal Perjanjian Kerja Bersama atau kerjasama Yyaitu suatu
kesepakatan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia
yang dibuat secara bersama-sama antara pengusaha atau beberapa
pengusaha dengan organisaasi serikat pekerja/gabungan organisasi
serikat pekerja yang sudah terdaftar pada instansi yang
bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan.®
Hapusnya perikatan

Bab IV buku Il KUH Perdata mengatur mengenai hapusnya
suatu perikatan yang timbul dari perjanjian dan Undang-undang. Pasal
1381 KUHPerdata menyebutkan ada 10 cara hapusnya perikatan yaitu
a. Pembayaran;

b. Penawaran;

% www.muhammadbarli.blogspot.co.id, diunduh pada tanggal 16 Januari 2018, pukul

12.00 WIB.

91 www.hukumketenagakerjaanindonesia.blogspot.co.id,_diunduh pada tanggal 15 Januari
2018, pukul 18.50 WIB.


http://www.muhammadbarli.blogspot.co.id,
http://www.hukumketenagakerjaanindonesia.blogspot.co.id,

S7

c. Pembayaran tunai diikuti dengan penitipan;
d. Pembaharuan hutang;
e. Perjumpaan hutang;
f. Percampuran hutang;
g. Musnahnya barang yang terutang;
h. Pembatalan perikatan;
i. Berlakunya syarat batal;
j. Daluarsa.®?
Hapusnya suatu perjanjian harus dibedakan dari hapusnya suatu
perikatan, karena dengan hapusnya perikatan belum tentu menghapus
adanya suatu perjanjian. Adanya kemungkinan perikatan telah hapus
sedangkan perjanjian yang menjadi sumbernya masih tetap ada.*®
Pada umumnya perjanjian akan hapus bila tujuan perjanjian
telah tercapai. Dan masing-masing pihak telah saling menunaikan
kewajibannya atau prestasinya sebagaimana yang dikehendaki mereka
bersama. Perjanjian dapat hapus karena :%
a. Tujuan dari perjanjian telah tercapai dan masing-masing
pihak telah memenuhi kewajibannya atau prestasinya.

b. Perjanjian hapus karena adanya putusan oleh hakim.

c. Salah satu pihak mengakhirinya dengan memeperhatikan
kebiasaan-kebiasaan setempat terutama dalam hal jangka

waktu mengakhiran.

92 R. Setiawan, Loc.Cit, him. 107.
93 1bid, him. 68.
9 1bid, him. 70.
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d. Para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian yang sedang
berlangsung, misalnya dalam peristiwa tertentu perjanjian
akan hapus seperti yang disebutkan dalam Pasal 1603 ayat (1)
KUH Perdata yang menyebutkan dengan meninggalnya salah
satu pihak perjanjian akan hapus.

e. Perjanjian akan hapus apabila telah lewat waktu yang
ditentukan bersama.

f. Perjanjian akan berkahir menurut batas waktu yang

ditentukan Undang-undang.

B.  Berakhirnya Perjanjian
1. Ingkar Janji (wanprestasi)

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur
dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari pada perikatan.
Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah
ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).%
Pemenuhan suatu perjanjian menuntut adanya prestasi dari para
pihak, Jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya maka
dapat dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi atau
lalai. Atau juga pihak tersebut melanggar perjanjian, apabila pihak
tersebut melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh

dilakukannya. Wanprestasi dapat berupa empat macam, yaitu:

% H. Riduan Syahrani, Op.Cit, him. 218.
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a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana
dijanjikan;

c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukannya.%

Pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain diberikan

pilihan lima kemungkinan agar pihak tersebut tidak dirugikan, yaitu:

a. Pemenuhan perikatan;

b. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian;

c. Ganti kerugian;
Bagi pihak kreditur yang menyatakan debitur telah melakukan
wanprestasi maka kreditur mempunyai hak untuk menuntut
kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1267 KUHPerdata

dinyatakan :

Pihak terhadap siapa perikatan perikatan tidak dipenuhi,
dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat
dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk
memenuhi  perjanjian, ataukah ia akan menuntut
pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian
dan bunga.

d. Pembatalan perjanjian timbal balik;

e. Pembatalan dengan ganti kerugian.®’

% Subekti, Op.Cit, him. 45.
9 H. Riduan Syahrani, Loc.Cit, him. 220.
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Akan tetapi penggantian biaya, kerugian dan bunga karena
wanprestasi ini hanya dapat dilakukan apabila debitur telah dinyatakan
lalai dalam pemenuhan kewajiban dalam suatu perjanjian, ini
berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata, dinyatakan:

Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya
suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si
berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya,
tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan
atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam
tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Ganti rugi sering disebut dengan tiga unsur seperti biaya, rugi
dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan, yang
nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak. Rugi adalah kerugian
karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur, yang
diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Sedangkan yang dimaksud
dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan
keuntungannya, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.%
Dalam pasal 1243 KUHPerdata diatur tentang ganti rugi karena
wanprestasi. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti
rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi
perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.*®

2.  Keadaan memaksa (overmacht)

Overmacht sering juga disebut force majeure yang lazim

diterjemahkan dengan keadaan memaksa, yaitu suatu keadaan yang

% Subekti, Op.Cit, him. 47.
9 Salim HS, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta,
2006, him. 100.
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dialami oleh debitur yang berada di luar kekuasaan dan kekuatannya

sehingga debitur tidak mampu melaksanakan prestasinya.l®

Overmacht adalah suatu keadaan sedemikian rupa, karena keadaan

mana suatu perikatan terpaksa tidak dapat dipenuhi dan peraturan

hukum tidak diindahkan sebagaimana mestinya.

Unsur-unsur dari keadaan memaksa, antara lain :

a. Tidak memenuhi prestasi;

b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur;

c. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak
dipertanggungjawabkan kepada debitur.*

Para sarjana membedakan overmacht atas 2 macam yaitu
overmacht yang bersifat mutlak (absolut) dan overmacht yang bersifat
nisbi (relatif).

a. Overmacht yang bersifat mutlak (absolut) adalah suatu keadaan
memaksa yang menyebabkan suatu perikatan bagaimanapun tidak
mungkin bisa dilaksanakan.

b. Overmacht yang bersifat relatif (nisbi) adalah suatu keadaan
memaksa yang menyebabkan suatu perikatan hanya dapat
dilaksanakan oleh debitur dengan pengorbanan yang demikian
besarnya sehingga tidak lagi sepantasnya pihak kreditur menuntut

pelaksanaan perikatan tersebut.1%2

100 \Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam,
CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, him. 106.

101 Firman Floranta Adonara, Loc.Cit, him. 67.

102 Riduan Syahrani, Op.Cit, him. 235.
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Dalam perkembangannya, ruang lingkup keadaan yang tidak
terduga atau di luar kemampuan debitur (overmacht) meluas, meliputi:
a. Risiko perang, kehilangan benda objek perjanjian yang disebabkan

dirampas tentara dalam perang (Putusan MARI No. Reg. 15
K/Sip/1957);

b. Tindakan administrasi penguasa, perintah dari yang menentukan
atau mengikat, suatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi
oleh pihak-pihak dalam perjanjian (Putusan MARI No. Reg 3389
K/Pdt/1984);

c. Peraturan-peraturan Pemerintah (Putusan MARI No. Reg 24
K/Sip/1958).193

Ada dua teori yang membahas tentang keadaan memaksa, yaitu :

1. Teori ketidakmungkinan (onmogelijkeheid)

Teori ini berpendapat bahwa keadaan memaksa adalah suatu
keadaan tidak mungkin untuk melakukan pemenuhan prestasi yang
diperjanjikan.

Ketidakmungkinan dapat dibedakan menjadi dua macam,
yaitu :

a. Ketidakmungkinan absolut atau obyektif, yaitu suatu
ketidakmungkinan sama sekali dari debitur untuk melakukan

prestasinya pada kreditur.

103 Firman Floranta, Loc.Cit.
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b. Ketidakmungkinan relatif atau subjektif, yaitu suatu
ketidakmungkinan relatif dari debitur untuk memenuhi
prestasinya.'04

2. Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (afwesigheild van
schuld)

Teori ini berarti dengan adanya overmacht terhapuslah
kesalahan debitur atau overmacht peniadaan kesalahan. Akibat dari
overmacht (keadaan memaksa) ada tiga, yaitu:

a. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi;

b. Beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa
sementara;

c. Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus
demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan
kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460
KUHPerdata.

Ketiga akibat overmacht pada uraian di atas dibedakan
menjadi dua macam, yaitu :

a. Akibat keadaan memaksa absolut, yaitu akibat nomor a dan
c, dan:

b. Keadaan memaksa relatif, yaitu nomor b.%

104 Salim HS, Hukum Kontrak, Op.Cit, him. 103.
105 1hid, him. 103.
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Pengaturan Overmacht secara umum termuat dalam Buku I11
KUHPerdata yang dituangkan dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245
KUHPerdata. Pasal 1244 KUHPerdata dinyatakan :

Jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum mengganti

biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan

bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat
dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal
yang tidak terduga pun tak dapat dipertanggungjawabkan
kepadanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada
pada pihaknya.

Pasal 1245 KUHPerdata dinyatakan :

Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila

lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak

sengaja, debitur berhalangan memberikan atau berbuat

sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama
telah melakukan perbuatan yang dilarang.

Ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada debitur untuk
tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga kepada
kreditur, oleh karena suatu keadaan yang berada di luar kekuasaannya.

Ada tiga hal yang menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian

biaya, kerugian dan bunga, yaitu :

a. Adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya,;
b. Terjadinya secara kebetulan; dan
c. Keadaan memaksa.
Menurut pendapat An An Chandrawulan, sebagai berikut :1%
1. Keadaan memaksa adalah keadaan yang terjadi setelah

dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk

106 \Wawancara dengan An An Chandrawulan, pada tanggal 26 Januari 2018.
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memenuhi prestasinya dan dalam hal ini debitur tidak
dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko terhadap
peristiwa yang tidak dapat diduga;

2. Keadaan memaksa dapat bersifat objektif di mana
pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh
siapapun, dan bersifat subjektif di mana prestasi mungkin
masih dapat dilaksanakan namun memerlukan pengorbanan
yang besar, sehingga dalam keadaan demikian kreditur tidak
dapat menuntut pelaksanaan prestasi;

3. Akibat dari keadaan memaksa, kreditur tidak dapat menuntut
agar perikatan dipenuhi atau mengatakan bahwa debitur
dalam keadaan lalai atau meminta pemutusan perjanjian;

4. Dalam keadaan memaksa maka perjanjian/perikatan tidak
menjadi lenyap, tetapi hanya berhenti sementara dan dapat
berlaku lagi setelah keadaan memaksa sudah tidak ada lagi.

Faktor lain

Berdasarkan uraian diatas salah satu faktor yang dapat
menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian adalah overmacht. Salah
satu peristiwa overmacht vyaitu terbitnya Peraturan Pemerintah.
Peraturan  pemerintah  adalah Peraturan  Perundang-undangan di
Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-

undang sebagaimana mestinya.
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Materi muatan  Peraturan Pemerintah  adalah  materi
untuk menjalankan undang-undang. Di dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan
Pemerintah sebagai aturan "organik™ daripada undang-undang
menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak
belakang. Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh Presiden.

Peraturan Pemerintah merupakan kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah pusat, kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku
yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah
dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan
umum. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Jimly
Asshiddigie mengatakan bahwa memang Indonesia mempunyai
Peraturan Menteri yang berlaku sebagai peraturan perundang-
undangan yang mengikat umum, yang masih disebut sebagai Surat
Keputusan (Keputusan Menteri).

Peraturan Menteri (dulu disebut dengan Keputusan Menteri)
adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang setingkat
lebih rendah dari Peraturan Presiden. Kewenangan Menteri untuk
membentuk suatu Peraturan Menteri ini bersumber dari Pasal 17 UUD

1945, oleh karena Menteri-menteri Negara itu adalah pembantu-
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pembantu  Presiden yang menangani bidang-bidang tugas
pemerintahan yang diberikan kepadanya.*%’

Sehingga hubungannya dengan Peraturan Menteri, maka
Menteri-menteri yang dapat membentuk suatu Peraturan Menteri,
yang memegang suatu departemen, sedangkan Menteri Koordinator,
dan Menteri Negara hanya dapat membentuk suatu Peraturan yang
bersifat intern, dalam arti keputusan yang tidak mengikat umum.
Peraturan Menteri adalah suatu keputusan yang bersifat mengatur
(regelling).1%®

Peraturan Menteri merupakan bentuk-bentuk peraturan
pelaksana atau biasa disebut subordinate legislations yang merupakan
peraturan yang didelegasikan oleh undang-undang (delegated
legislations). Semua itu tetap dapat disebut sebagai peraturan
perundang-undangan yang termasuk ke dalam kategori allgemene
verbidende voorschriften atau peraturan yang mengikat untuk
umum. 10

Terhadap Keputusan Menteri yang bersifat mengatur, merujuk
pada ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan :

Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan

Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan
pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang

107 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi dan Materi
Muatan), Yogyakarta, PT. Kanisius, 2007, him. 201.

108 1bid, him. 202.

109 Jimly Asshiddigie, Pengantar IImu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta,
2013, him. 182.
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sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang

ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang

tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Jadi, keputusan-keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan
Perundang-Undangan, maka harus dimaknai sebagai peraturan.
Seperti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar
Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium Dan
Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha
Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi Dan Pelayanan Umum.

Dampak atau konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang harus
ditaati oleh warga negara, termasuk oleh para pihak yang terikat oleh
perjanjian  yang  dibuat  sebelum  keluarnya  Peraturan
Pemerintah/Kebijakan Pemerintah, artinya para pihak yang melakukan
perjanjian harus mengikuti atau menyesuaikan isi perjanjiaannya
dengan Peraturan Pemerintah. Seperti kerjasama bisnis internasional,
ekspor impor, kerjasama antar negara.

Adanya kenaikan bahan baku solar yang merupakan menjadi
bahan utama untuk transportasi darat dengan harga Rp. 5.500 perliter,
para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama sebelum adanya
Peraturan  Pemerintah, yang dalam melakukan prestasinya

menggunakan bahan baku berupa solar harus mengubah atau
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melakukan negosiasi ulang untuk menyesuaikan harga solar sesuai
dengan harga yang baru agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Relevan dengan adanya keputusan/kebijakan Negara Luar
(China) yang mengekspor bahan baku Amonium Nitrat ke Indonesia /
Impor. Sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama melibatkan Negara
Luar (China), maka dalam melakukan Perjanjian Kerjasama dalam hal
ekspor-impor harus mengikuti Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah
Negara China. Keputusan Negara China menaikan harga AN
berpengaruh pada para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama.

Kebijakan Negara China untuk menaikkan harga Amonium
Nitrate yang semula dengan harga Rp. 3.490,- per-ton mengalami
kenaikan 100% dari harga semula menjadi Rp. 5.331,- per-ton. Hal
tersebut sangat mempengaruhi pemenuhan prestasi oleh para pihak
yang melakukan kerjasama, sehingga para pihak harus melakukan
negosiasi kembali untuk menyesuaikan atau mengikuti harga yang
telah ditentukan melalui kebijakan pemerintah khususnya Negara
China dalam hal ekspor impor agar tidak ada kendala untuk
melakukan pemenuhan prestasi dan tidak ada pihak yang dirugikan.
berlakunya asas Rebus Sic Stantibus dalam hal ini salah satu pihak
juga dapat membatalkan perjanjian dengan memberi aturan atau
persyaratan kepada negara atau para pihak yang tidak dapat

melakukan kewajibannya atau membatalkan perjanjian dengan syarat-
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syarat tertentu yang juga dituangkan dalam isi perjanjian dan

disepakati oleh para pihak.

Penyelesaian Hukum mengenai Berakhirnya Perjanjian

Manusia selain merupakan makhluk individu, juga berperan sebagai
makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk dapat
melakukan kerjasama dengan orang lain agar tercipta sebuah kehidupan
yang selaras dan damai. Mereka saling mengikatkan diri untuk memenuhi
kebutuhannya sehingga dalam hal ini timbul suatu hubungan hukum.
Namun, suatu hubungan hukum dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan
lancar. Adakalanya dalam hubungan hukum tersebut, timbul suatu keadaan
di mana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap
pihak yang lain, oleh karenanya pihak yang lain merasa dirugikan haknya,
sehingga hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau sengketa.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal
1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, memiliki tujuan, yaitu untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur, masyarakat yang sejahtera,
aman dan tertib. Sebagaimana diuraikan dalam alinea ke 1V Undang-
Undang Dasar 1945. Adapun ciri-ciri dari negara hukum, antara lain adalah
adanya perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dan kekuasaan
kehakiman yang bebas dan mandiri.

Lembaga kekuasaan kehakiman berfungsi untuk mewujudkan

tegaknya hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini mengandung arti,
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bahwa setiap kali terjadinya permasalahan atau persengketaan hukum, maka
pengadilan merupakan tempat untuk menyelesaikannya.

Semakin kompleksnya kepentingan manusia, maka semakin tinggi
pula potensi sengketa yang terjadi antar individu maupun antar kelompok,
sengketa dapat terjadi setiap saat karena akibat timbulnya keadaan yang
sekilas tampak tidak berarti dan kecil sehingga terabaikan. Biasanya muncul
secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka, atau dapat terjadi tanpa
diperhitungkan sebelumnya. Bertitik tolak dari perkembangan terjadinya
sengketa, hukum mulai berkembang dan terjadilah pembagian tugas di
dalam usaha menerapkan hukum secara tepat dan seadil-adilnya. Sehingga
dalam pergaulan hidup sangat sulit untuk menghindarinya dan sengketa
tersebut tentunya harus secepatnya diselesaikan agar kehidupan dalam
masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Adapun 2 cara untuk menyelesaikan sengketa, yaitu :
1.  Litigasi
Adalah proses penyelesaian perselisihnan hukum di pengadilan
dimana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk
mengajukan gugatan dan bantahan.!® Pengertian litigasi tidak diatur
secara eksplisit di dalam undang-undang.
Menurut Frans Hendra Winarta, dalam bukunya Hukum
Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa secara konvensional,

penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan,

110 http://kamusbisnis.com/arti/litigasi/, diunduh pada tanggal 21 Januari 2018, pukul 11.27
WIB.
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perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi,
infrastruktur, dan sebagainya, dilakukan melalui proses litigasi. Dalam
proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama
lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana
akhir (ultimum remidum) setelah alternatif penyelesaian sengketa
lainnya tidak membuahkan hasil.*!*
Non Litigasi

Adalah Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang secara
khusus diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 1 Ayat 10 UU No. 30
Tahun 1999 ini memberikan definisi tentang alternatif penyelesaian
sengketa, yaitu:

Alternatif ~ Penyelasaian  Sengketa  adalah  lembaga

penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur

yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar

pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi,

konsiliasi, atau penilaian ahli.

Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki

beberapa cara sebagai berikut:

a. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat “personal”
antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang
merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan
pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan

kliennya.

11 www.hukumonline.com, diunduh pada tanggal 21 Januari 2018, pukul 11.42 WIB.
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b. Negosiasi merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa antara
para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan
mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih
harmonis dan kreatif.

c. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan
dibantu oleh mediator.

d. Konsilasi merupakan penengah yang akan bertindak menjadi
konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan tujuan
mengusahakan solusi yang dapat diterima oleh masing-masing
pihak.

e. Penilaian ahli merupakan pendapat para ahli untuk suatu hal yang
bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

f. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Adapun Lembaga Arbitrase di Indonesia yang disebut dengan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau (BANI). Badan Arbitrase
Nasional Indonesia adalah lembaga independen yang memberikan jasa
beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-

bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 12

112 www.baniarbitration.org, diunduh pada tanggal 21 Januari 2018, pukul 11.54 WIB.
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Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisbis
secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul diantara
mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang
bersangkutan ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI), atau menggunakan peraturan prosedur BANI,
maka sengketa tersebut diselesaikan dibawah penyelenggaraan BANI
berdasarkan Peraturan BANI, dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak,
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang
bersifat memaksa dan kebijaksanaan BANI.

Penyelesaian sengketa secara damai melalui Arbitrase di BANI
dilandasi itikad baik para pihak dengan berlandaskan tata cara yang
ada. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan Prosedur
BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau
sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses

pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri.



